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ABSTRAK

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-UNDANG
NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI KOTA
PALEMBANG)

Oleh: Putri Wulan Sari

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan zakat sebagai pengurang
penghasil kena pajak. Undang-undang No. 36 tahun 2008 adalah hukum yang
mengatur tentang pemotongan pajak pada penghasilan wajib pajak orang pribadi
maupun badan. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan buhwa zakat dapat
dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari hasil kuesioner dan
wawancara kepada 100 orang responden di kota Palembang. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil kuesioner yang
didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Palembang
yang telah membayar pajak dan zakat atas penghasilannya masih merasa terpaksa
dikarenakan kedua potongan ini langsung dikurangkan oleh kantor tempat bekerja
mereka masing-masing, schingga mereka tidak begitu memahami tatacara
pengurangan yang zakat terhadap pajak penghasilan. Masyarakat kota Palembang
Jjuga masih merasa keberatan atas adanya kewajiban ganda tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Masyarakat Kota Palembang, Undang-undang, dan
Kuesioner.

Ketua

Anggota

Aryanto, SE, M.T1, A
NIP 197408142001121003

NIP 196508161995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
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ABSTRACT

PERCEPTION OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF LAW NO.36 OF 2008
PARAGRAPH OF ARTICLE 4 (3) A LETTER OF ZAKAT AS A REDUCT]?N OF
TAXABLE INCOME (CASE STUDY IN THE CITY OF PALEMBANG)

By: Putri Wulan Sari: Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA; Aryanto, SE, M.T1, Ak

This research aims to look at the implementation of zakat as a deduction from taxable
producer. Law no. 36 of 2008 is the iaw that governs the withholding tax on income of
an individual taxpayer or entity. In this law also stated that zakat can be used as a
deduction from taxable income.

This research uses data obtained from the questionnaire and interviews to the 100
respondents in the city of Palembang. Tke method used is descriptive qualitative
questionnaire to describe the results obtained.

The results showed that most of the people of Palembang who have paid income tax
and zakat still feel compelled because of the two pieces is deducted directly by the
office of their work, so they do not quite understand the procedure for the reduction of
the zakat on income tax. Palembang society also still objected to the presence of double
liability. :

Keywords: Zakat, Tax, Palembang Society, Law, and Questionnaire.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah
penduduk lebih dari 200 juta‘jiwa. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia
telah memberi perhatian yang terhadap terciptanya masyal'.}kat yang adil dan
makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakatnya pemerintah telah menciptakan
program-program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun
demikian, kemiékinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang
berkepanjangan. Berdasarkan data pemerintah, seperti dilansir Badan Pusat
Statistik (BPS) jumlahbﬁing miskin di Indonesia hingga Maret 2013 méncapai
28,07 juta. Menurun dari data September 2012 yang mencapai 28,59 juta jiwa. Di

sini dapat dilihat betapa lambaﬁnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, pajak di Indonesia mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai
Budgeter dan regular. Budgeter adalah pengumpulan dana untuk pembangunan
Negara, dan regular adalah mengatur perekonomian Negara. Adapun menurut
Musgrave (15‘)89) pajak berpengaruh pada kondisi mikro dan makro. Kondisi
mikro yaitu kondisi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi penggunaan

seumber daya, sedangkan yang bersifat makro adalah pengaruh terhadap tingkat



out put, kesempatan kerja, tingkat harga, dan pertumbuhan.Salah satu indikator
sejauhmana sistem perpajakan kita itu berhasil dengan baik adalah tingkat
kemiskinan.Sehingga keberéda’an pajak harus berdampak pada kemiskinan,
semakin tinggi jumlah penerimaan pajak berarti semakin menurun tingkat
kemiskinan karena semakin terbuka kesempatan kerja. Hasil penelitian yang
dapat menegaskan pendapat para ahli keuangan - perpajakan seperti pendapat
Musgrave (1989) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh pada kondisi mikro
dan makro perusahaan. Adapun kondisi mikro perusahaan yaitu kondisi terhadap
distribusi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendapat senada juga
disampaikan oleh James C. Van Homne dan John M. Wachowicz (2001) yang
menyatakan ‘bahwa kebanyakan keputusan bisnis dipengaruhi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh pajak. Juga sesuai dengan yang
disampaikan oleh Michael A. Hitt ,R.Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson
(2001) yang menyatakan bahwa Undang — Undang Pajak adalah bidang dimana
kebijakan administrasi dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas industri dan
perusahaan-perusahaan individual. Sangatlah ironis jika kenaikan pendapatan
pajak tidak diikuti oleh kenaikan tingkat kesempatan kerja, dan jika hal ini terjadi
berarti terjadi suatu kesalahan yang fatal pada pendistribusiar;' pemanfaatan uang
pajak, yang akan berdampak pada kehancuran bangsa dan Negara. Di samping
pajak, di negeri dengan umat muslim terbesar di dunia ini zakat dapat juga
berperan sebagai katalisator redistribusi pendapatan nasional yang bersifat
melengkapi pajak negara dan tidak perlu dipertentangkan apalagi ditolak jika

memang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat (Masjanto, 2010).



Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahf?an dalam kegiatan
pemznuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara rﬁaupun beragama.
Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Pada prinsipnya, baik pajak
maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan
masalah ekonomi. dan keduanya telah diatur agar' dapat dikelola menurut cara
yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan
pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu
tidak semua orang dikenafcan kewajiban dua pungutan ini, semuanya
dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi
wajib bayar pajak dan zaka'é. Pada Pajak batas ini dikenal dengan istilah

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.

Sementara itu sampai déngan 31 Desember 2012 jumlah Wajib Pajak Orang
Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan di Provinsi Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung adalah sebanyak 260.122 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak
Badan yang menyampaikan SPT Tahunan adalah sebanyak 13.837 Wajib Pajak.
Adanya dua kewajiban sekaligus, membayar pajak dan zakat, menimbulkan
persoalan b.ag;i wajib pajak yang beragama Islam. Di satu sisi, sebagai umat Islam
membayar zakat merupakan perintah agama. Di sisi yang lain sebagai warga
negara yang baik wajib pajak harus memenuhi kewajiban membayar pajak
sebagai salah satu bentuk kewajiban terhadap negaranya. Idealnya, pajak dapat
dianggap sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan

membangun tanah air dan negara. Karena dengan pajak, negara bisa menjalankan

fungsi-fungsinya, baik itu di bidang eksekutif (pemerintahan) legislatif



(pengawasan) dan yudikatif (penegakan hukum) untuk menggapai dan
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seandainya pajak tidak
ada, berarti sumber penerimaan negara tidak ada, atau kalaupun ada namun minim
jumlahnya, alat-alat pemerintahan kemungkinan tidak bisa bekerja dan berjalan
secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya tidak lain adalah
ketiadaan dana untuk menggerakkan atau menjalankan tugas-tugasnya. Kewajiban
ganda ini tentu saja membuat umat Islam memikul beban yang lebih berat

dibandingkan warga non muslim yang lain.

Mengingat subjek pajak térbesar di Sumatera Selatan adalah kaum muslimin
yang jumlahnya 95,16% dari total penduduk pada tahun 2003‘,- pemerintah sumsel
diharapkan untuk mendukung peminimalan kewajiban ganda yang telah
diusahakan pemerintah pusat untuk mengatasinya dengan cara dilakukan
sinkronisasi antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat
dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah Pusat membuat
pengaturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda pajak dan zakat yang
dialami oleh -umat Isim;- ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan. |

Menurut Undang Undang. Nomor 23 Tahun 2011, dikenal dua jenis Zakat
yaitu Zakat m'aal dan Zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah,
apakah atas kedua jenis Zakaf yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam
perhitungan Pajak? Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh

muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.



il

Sebuah ruang lingkup yang sejalan dengan penj elasannya mengenai definisi Zakat

maal. Namun kondisi ini belum memungkinkan zakat fitrah untuk dapat dijadikan

sebagai unsur pengurang.

Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai
pengurang) menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah dibayarkan kepada Badan
Amil Zakat (BAZ)atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah. Di Indonesia ada BAZ Nasional. Itu kenapa zakat fitrah tidak
dapat memenuhi kriteria ini, lain hal dengan Zakat maal yang oleh perusahaan
atau orang pribadi sering diserahkan ke BAZ atau LAZ. Sementara zakat fitrah
diserahkan hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang

sifatnya lokal atau langsung ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Akhmad Akbar Susamto (2003) yaitu
mengenai Zakah As Deductible For Taxable Income: A Macroeconomic
Perspective. 1a mengulas mengenai dampak zakat pérpajakan di Indonesia dalam
perspective ekonomi makro yang terdiri dan: konsumsi agregat, tabungan, &

investasi, serta penghasilan nasional.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M.Khoiru Rusydi (2006) yaitu
mengenai Zakat Sebagai Altenatif Pembayaran Paja% Dalam Rangka
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini ;nembahas tentang
desain/sistematika yang baik untuk melakukan subtitusi antara pajak dan zakat,
serta dampak zakat sebagai alternative pembayaran pajak. Dalam penelitian ini

didapatkan informasi bahwa dari 75 responden di kota Malang 61% responden



dengan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan 48 %
menginginkan zakat dijadikan sebagai pengganti pajak. Serta 65 % dari 75

responden akan meningkatkan kepatuhannya jika zakat dij adik'.}n pengganti pajak.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto dan Hendrian
(2008) yaitu zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian ini terdapat
informasi bahwa 100 responden dari 8 kecamatan di Kabupaten Pamulang
sebagian besar (88,68%) juga membayar pajak. Lebih dari 52 % tidak mengetahui
bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dan pembayaran zakat
mereka cenderung tia‘ak mélalui lembaga resmi. Sebagian besar masyarakat

memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz
Majdi Abdul Raghid (2010) dengan judul Motfivations of Paying Zakat on
Income: Evidence from Malaysia. Mereka meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi staff di 3 fakultas Internasional Islamic University Malaysia
(ITUM) dalam membayar zakat atas penghasilan. Dalam penelitian ini
memperlihatkan 281 kuesioner (hanya 13,2% yang memberikan respon) 97,3%
dari mereka tidak membayar pajak penghasilan, namun hanya 83,7% yang

membayar_lza}(at. Agama & Ekonomi adalam faktor utama yang dijadikan alasan

untuk membayar zakat.

Selanjutnya penelitian dilakukan Dodik Siswantoro dan Sri Nurhayati (2012)
yang berjudul Factor Affecting Concern About Zakat as a Tax Deduction in

Indonesia. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada 3 faktor yang mempunyai



ranking terbesar dalam mempengaruhi responden untuk membayar zakat yaitu

kepuasan, kepercayaan, dan reward. Namun hanya faktor kepercayaan & reward

saja yang mempuyai efek positif dalam mempengaruhi responden untuk

membayar

zakat,

sementara faktor

kepuasan

tidak

begitu signifikan

mempengaruhinya. Dan dalam penelitian ini juga terdapat fakta bahwa sebagian

besar dari 490 responden tidak peduli dengan zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak ataupun sebagai pengurang pajak.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul . MetodologPenelitian Hasil Penelitian
(Tahun) Penelitian Persamaa Perbedaan (Kesimpulan)
Akhmad Zakah as Pengujian | Membahas 1. Zakat sebagai
Akbar Deductible For | dilakukan | dampak pajak & pengurang
Susamto Taxable dengan kebijakan penghasilan kena
(2003) Income: A cara perpajakan (di pajak membuat
Macroeconomi | analisis Indonesia) konsumsi
¢ Perspective” | deskriptif dipandang dari agregat
perspektif meningkat

ekonomi makro.

Metode yang

digunakan Library

2. Zakat sebagai
pengurang
penghasilan kena

pajak membuat




Research

konsumsi rata-
rata & konsumsi
marginal

meningkat

3. Zakat sebagai
pengurang
penghasilan kena
pajak
berpengaruh
menurunnya

tabunagan

4. Zakat sebagai
pengurang
penghasilan kena
pajak
mempunyai
pengaruh positif
terhadap
keseimbangan
pendapatan

nasional.

M. Khoiru

Zakat Sebagai

Pengujian

Membahas

1. Dari 75




Rusydi

(2006)

Alternatif
Pembayaran
Pajak dalam
Rangka
Meningkatkan
Kepatuhan

Wajib Pajak

dilakukan

dengan

cara

analisis

deskriptif

tentang : 1.
Desain/sistematik
a yang baik untuk
melakukan
subtitusi antara
pajak & zakat, 2.
Zakat sebagai
alternative
pembayaran

pajak.

Teknik
pengumpulan
data
mengguﬁakan
data primer yaitu
wawancara
dengan 75 orang
responden di kota
Malang, dan
menggunakan

Lidbrary Research.

responden 61%
nya setuju
dengan

kebijakan zakat

. sebagai

pengurang
penghasilan
kena pajak, 48%
menginginkan
zakat dijadikan
pengganti pajak,
dan 65% nya
berpendapat
akan
meningkatkan
kepatuhannya
jika zakat
dijadikan

pengganti pajak.

.Membuat sistem

organisasi baru

yang lebih




efektif & efisien
untuk
mendistribusika

n zakat & pajak.

3. UU no.38 tahun

1999 masih
kurang sinkron
dengan UU

perpajakan

Ali
Muktiyant
o0&

Hendrian

(2068)

Zakat Sebagai
Pengurang

Pajak

Pengujian

dilakukan

.dengan

cara
analisis

deskriptif

Membahas
penerapan zakat
sebagai
pengurang
penghasilan kena
pajak &
dampaknya
terhadap
peningkatan
pembayaran zakat
dan pajak di
Kabupaten

Pamulang

1. 100 responden
dari 8
Kecamatan di
Kabupaten
Pamulang
sebagian besar
adalan
pembayar zakat
(88,68%) juga
membayar
pajak. Lebih
dari 52% tidak

mengetahui

10



Tanggerang.

Pengambilan
sample
menggunakan
Purposive

Random

Sampling.

bahwa zakat
dapat
mengurangi
penghasilan
kena pajak, dan
pembayaran
zakat cenderung
tidak melalui

lembaga resmi.

2. Sebagian besar
masyarakat
memperlakukan
zakat sebagai
pengurang
pajak terutang

bukan sebagai

beban.
Nur Motivations of | Pengujian | Meneliti tantang |1.Dari 281
Barizah Paying Zakat | dilakukan | factor-faktor yang | kuesioner
Abu Bakar | on Income: dengan mempengaruhi (hanya 13,2%
& Hafiz | Evidence from | analisis staff di yang
Majdi Malaysia deskriptif | /nternasional memberikan

i




Abdul Islamic respon yang
Rashid University tinggi) 97,3%
(2010) Malaysia (ITUM) mereka tidak
dalam membayar membayar
zakat atas pajak
penghasilan. penghasilan,
namun hanya
83,7% yang
membayar
zakat.
2. Agama &

" Ekonomi adalah
factor utama
yang dijadikan
alasan untuk
membayar
zakat.

Dodik Factors Melakuka | Variabel: 1. Faktor
Siswantoro | Affecting n analisis N Fakior kepercayaan &
& Sri Concern about deskriptif Kepitatan, I reward yang
Nurhayati | Zakat as a Ty Faktor mempengaruhi
(2012) Dedluction in responden

kepercayaan, dan
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Indonesia

H3: Faktor

reward

Menggunakan
kuesioner &
wawancara
dengan 490

responden.

Menggunakan
metode Struktural
Equation Model

(SEM).

Untuk mengambil
data
menggunakan
teknik random

sampling.

untuk
membayar
zakat,
sementara
factor kepuasan
tidak begitu
signifikan
mempengaruhin

ya.

2. Sebagian besar
responden tidak
peduli dengan
zakat sebagai
pengurang
penghasilan
kena pajak
ataupun sebagai
pengurang

pajak.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah

dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam
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mengenai persepsi masyarakat Palembang terhadap undang-undang no.36 tahun
2008 pasal 4 ayat (3) huruf a tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak. Untuk itu peneliti mengambil judul “Persepsi Wajib Pajak Orang
Pribadi Terhadap Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3) Huruf
a Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghsilan. Kena Pajak (Studi Kasus di

Kota Palembang).”
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakarig masalah yang telah diuraikan di atas maka

permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Palembang

terhadap undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a

2. Apakah wajib pajak orang pribadi di kota palembang setuju dengan
dengan diberlakukannya peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan
Peﬁeiitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang prbadi di kota

Palembang terhadap undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3)

huruf a.

14



2. Untuk mengetahui setuju atau tidaknya wajib pajak orang pribadi
terhadap pemberlakuan peraturan tentang zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari makalah ini adalah:

a) Bagi Penulis
Dapat memberikan dan menambah wawas."n tentang zakat dan
pajak berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Negara maupun

berdasarkan aturan dari agama Islam itu sendiri.
b) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan

selanjutnya tentang pajak dan zakat.

¢) Bagi Dunia Pendidikan
Dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan dijadikan referensi bagi kajian sejenis.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

15



Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah
persepsi wajib pajak di kota Palembang terhadap diberlakukannya

undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008.
a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yang
terdiri dari pegawai negeri, dan pegawai swasta yang berpotensi

membayar pajak penghasilan pribadi.
b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada wajib pajak yang tinggal di
kota Palembang.’ Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive
Random Sampling. Purposive Random Sampling adalah penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:85). Artinya
digunakannya teknik ini karena peneliti telah menetapkan terlebih
dahulu kriteria sampel yang akan digunakan. Adapun krtiteria sampel

dalam penelitian ini adalah responden sevrang muslim dan telah

membayar pajak.
1.4.2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa data subjek yvang

diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam
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penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner yang akan dilakukan

kepada 100 orang responden.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yg diperoleh seorang peneliti secara

* tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan
maupun tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-
undang perpajakan yang telah disahkan pemerintah dan profil kota

Palembang sebagai data tambahan untuk penulisan penelitian ini.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan
cara menjabarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan

kepada 100 orang responden.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman tentang masalah- masalah yang dikaji

dalam skripsi ini, maka akan diuraikan rincian sistematika penilisan sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan.
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BAB II

BAB III

BAB IV

BABV

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diterangkan tentang teori-teori yang
mendukung penelitian antara lain konsep pajak dan zakat menurut

peraturan yang berlaku.
Gambaran Umum Kota Palembang

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang obyek
yang diteliti, meliputi sejarah singkat daerah, visi dan misi, arti

lambang, orientasi wilayah, dan lain-lain.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis hasil kuesioner yang

dilakukan kepada 100 orang responden di kota Palembang.

Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas pembahasan yang

dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran

sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini.
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